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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh uraian pada pembahasan dalam penutup ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Konstitusi Indonesia telah memberikan batasan kewenangan secara jelas 

bahwa peran dan otoritas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu 

untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan, ketertiban serta penegakan 

hukum dan bukan sebagai pelaku politik praktis. Dengan mengacu pada 

ketentuan hukum terkait peristiwa pengangkatan Komjen.Pol.M.Iriawan, 

SH.,MM.MH. bahwa perintah dari Undang-Undang 10 Tahun 2016 

Tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 

serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri tidak 

membolehkan penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur 

karena perwira tinggi Polri tidak tergolong sebagai jabatan pimpinan tinggi 

madya kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas 

Kepolisian, dengan kata lain telah beralih status sebagai pegawai negeri 

sipil (PNS).  

2. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 terhadap 

pengangkatan perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur, tidak 

memenuhi  syarat dalam pembuatan keputusan dan melanggar Peraturan 

Perundang-Undangan sehingga pengangkatan Penjabat Gubernur yang 

berasal dari Perwira tinggi Polri menimbulkan akibat hukum yakni tidak 

sah (ilegitimate) atau batal demi hukum, dan bilamana terdapat pihak yang
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menginginkan suatu kepastian hukum dan keadilan serta mencegah adanya 

pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan tuntutan agar Keputusan 

Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tersebut dinyatakan batal demi hukum/ 

tidak sah. 

 

B. Saran 

 

1. Menteri Dalam Negeri harus mengubah frasa jabatan “setingkat” Pada 

Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, dengan tetap berpedoman dan 

mendasarkan pada aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Peristiwa Pengangkatan Penjabat 

gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri harus menjadi catatan dan 

sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) agar 

tidak lagi mengulang kesalahan  yang sama.  

2. Polri harus tegas bahwa penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Penjabat 

Gubernur melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan institusi Polri 

juga harus tegas bahwa Polri merupakan aparat penegak hukum bukan 

sebagai pelaku politk praktis, agar Polri dapat menjalankan tugasnya 

secara profesional sebagaimana amanat Konstitusi dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. 

 

 

 


